





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAUSAHAAN

BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI PEROLEHAN
LAINNYA YANG SAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

10.

11,

12.

13,

. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku
Pengelola Barang Milik Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku
pengguna anggaran /pengguna barang, yang juga melaksanakan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disctujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

. Biro Perlengkapan adalah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang
menerima dan mengawasi pengelolaan barang milik daerah;

Pembantu Pengelolaan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu

Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah yang ada di SKPD,

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah satuan kerja atau pejabat yang
ditunjuk olah Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi
dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.
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14.Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
daerah.

15.Pengguna Barang Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus
Barang Daerah, menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengurus barang
dalam pemakaian.

16.Barang Bergerak adalah Barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda
empat atau lebih dan roda dua, atau barang bergerak lainnya.

17.Barang Tidak Bergerak adalah Barang milik daerah berupa tanah, bangunan dan
rumah dinas beserta tanahnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pengaturan ini adalah untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang
diperlukan dalam rangka penatausahaan BMD yang berasal dari perolehan lainnya
yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tujuannya adalah sebagai pedoman didalam menatausahakan BMD yang berasal
dari perolehan lainnya yang sah dapat berjalan tertib, terarah dan terencana

dengan baik dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup peraturan ini adalah BMD yang berasal dari perolehan lainnya
yang sah meliputi :
a. barang yang diperoleh dari Hibah/Sumbangan atau yang sejenisnya,
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
¢. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

(2) BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib ditatausahakan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN BMD

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 4

(1) Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD kedalam Daftar
Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut
penggolongan dan kodefikasi barang.

(2) DBP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah memuat data barang yang digunakan

oleh masing-masing SKPD pengguna menurut penggolongan barang dan
kodefikasi barang.

(3) Pembukuan kedalam DBP sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
a. Kartu Inventaris Barang terdiri dari :
1} Kartu Inventaris Barang A yang memuat mengenai data Tanah;
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(1)

(2)

(3)
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2) Kartu Inventaris Barang B yang memuat mengenai data Mesin dan
Peralatan;

3) Kartu Inventaris Barang C yang memuat mengenai data Bangunan dan
Gedung;

4) Kartu Inventaris Barang D yang memuat mengenai data Jalan, Irigasi dan
Jaringan,;

5) Kartu Inventaris Barang E yang memuat mengenai data Aset Tetap Lainnya;

6) Kartu Inventaris Barang F yang memuat mengenai data Konstruksi Dalam
Pekerjaan.

b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang memuat mengenai data barang inventaris
yang ada di dalam ruangan kerja;

¢. Buku Inventaris memuat data hasil pengadaan barang pada masing-masing
SKPD;

d. Buku Induk Inventaris memuat data hasil pengadaan barang gabungan seluruh
SKPD;

DBKP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Daftar Barang Kuasa Pengguna
meliputi :
a. Kartu Inventaris Barang terdiri dari

1) Kartu Inventaris Barang A yang memuat mengenai data Tanah;

2) Kartu Inventaris Barang B yang memuat mengenai data Mesin dan

Peralatan;

3) Kartu Inventaris Barang C yang memuat mengenai data Bangunan dan
Gedung;

4) Kartu Inventaris Barang D yang memuat mengenai data Jalan, Irigasi dan
Jaringan,

5) Kartu Inventaris Barang E yang memuat mengenai data Aset Tetap Lainnya,
6) Kartu Inventaris Barang F yang memuat mengenai data Konstruksi Dalam
Pekerjaan.

b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang memuat mengenai data barang inventaris
yang ada di dalam ruangan kerja;

c. Buku Inventaris memuat data hasil pengadaan barang pada masing-masing
SKPD;

d. Buku Induk Inventaris memuat data hasil pengadaan barang gabungan seluruh
SKPD;

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 5

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan BMD.

Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Buku
Inventarisasi BMD SKPD yang dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali oleh SKPD.

Buku Inventarisasi BMD SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan
kepada Biro Perlengkapan untuk dihimpun dalam Buku Inventarisasi BMD
Pemerintah Provinsi.
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Pasal 12

Pembiayaan pengamanan BMD dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lainnya
yang tidak mengikat.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB VIII
TATA CARA PEMELIHARAAN BMD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pemeliharaan BMD merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu
dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemeliharaan BMD dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit
pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun
konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi
persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Penyclenggara pemeliharaan BMD dapat berupa :

a. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit
pemakai/ pengurus barang tanpa membenani anggaran;

b. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan
secara berkala oleh tenaga terdidik/ terlatih yang mengakibatkan pembebanan
anggaran; dan

¢. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara

sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga

sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan
pembebanan anggaran.

Penyelenggaraan pemeliharaan BMD dimaksudkan untuk mencegah barang milik

daerah terhadap bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor -

a. Biologis;

b. Cuaca, suhu dan sinar;

c. Air dan kelembaban;

d. Fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat barang yang
bersangkutan dan sifat barang lain, benturan, getaran dan tekanan; dan

€. Lain-lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas dan sifat-sifat
lainnya yang mengurangi kegunaan barang.

Bagian Kedua
Sasaran Pemeliharaan

Pasal 14

BMD yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yvang tercatat dalam
buku inventaris.

Rencana Pemeliharaan BMD meliputi -

a. Rencana pemeliharaan BMD yaitu penegasan urutan tindakan atau gambaran
pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris, yang dengan
tegas dan secara tertulis memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan,

banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan
pelaksanaannya;
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penatausahaan BMD secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

(2) Bilamana dipandang perlu, pengawasan dapat dilakukan langsung oleh
Inspektorat Provinsi atas perintah Gubernur.

BAB X
PERTANGGUNGJAWAEBAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Masing-masing SKPD berkewajiban membuat pertanggungjawaban dan pelaporan
atas penatausahaan BMD setiap semesteran dan tahunan kepada Gubernur
melalui Kepala Biro Perlengkapan.

(2) Biro Perlengkapan membuat Buku Pertanggungjawaban dan Laporan
Penatausahaan BMD setiap semesteran dan tahunan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut
pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 31 Desember 2011 1o
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 99.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
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